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Tesisini membahas mengenai kondisi darurat sebagai penyimpangan ketentuan penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham dengan peninjauan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor
660/PDT/2020/PT.BDG. Dalam Putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG ditemukan pertimbangan bahwa
kondis darurat digunakan sebagai alasan pembenar terhadap penyimpangan ketentuan penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham. Permasal ahan dalam Penelitian ini adalah kriteria kondisi darurat yang
digunakan sebagai penyimpangan Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham dalam putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG. Metodologi Penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan tipologi penelitian preskriptif, dan metode analisa data
kualitatif. Adapun hasil penelitian mengemukakan bahwa kriteria yang dipertimbangkan oleh majelis hakim
dalam mempertimbangkan kondisi darurat sebagai alasan pembenar terhadap penyimpangan pengaturan
penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dalam putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG tersebut
adalah keliru dan tidak sesuai dengan UUPT 2007. Selain itu, adanya permasal ahan tersebut menunjukkan
tidak adanya kejelasan pengaturan hukum di Indonesiaterkait indikator/kriteria kondisi darurat yang dapat
digunakan, khususnya sebagai penyimpangan pengaturan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
dan pihak Notaris yang tidak cermat dalam menerapkan ketentuan penyelenggaraan rapat umum pemegang
saham. Dengan penelitian ini, diharapkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat memperjelas
norma hukum terkait kriteria atau indikator kondisi darurat sebagai alasan pembenar dari penyimpangan
UUPT, parahakim di Indonesia tidak menetapkan kondisi darurat secara subjektif, serta pihak Notaris untuk
selalu dengan cermat dapat menerapkan ketentuan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham.

...... This Thesis discusses “Emergency Condition” as a deviation of Law number 40/2007 concerning limited
liability companies and its connection with the regulation concerning the shareholders general meeting
holding by analyzing Bandung High Court decision number 660/PDT/2020/PT.BDG. In the mentioned
decision isfound that an “emergency condition” was used as ajustification for law irregularitiesin holding
the shareholders’ general meeting. The Research problem in this study is the criteria of emergency condition
which is used in Bandung High Court Number 660/PDT/2020/PT.BDG as a Deviation of Law 40/2007
concerning Regulation of Holding the General Meeting of Shareholders. This Research method uses
normative juridical approach, qualitative analysis, and prescriptive typology. The result of this research put
forward that the emergency condition criteria used by Bandung High Court Decision number
660/PDT/2020/PT.BDG as a Deviation of Law 40/2007 does not comply in accordance with Indonesia
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applicable law. This Research bring forward that the problems concerning the difference of judge's
judgement regarding the notary deed shows the lack of clearnessin Indonesia Law concerning the
criterias/indicator that can be used as ajustification for violating the shareholder general meeting's
regulations; and also the Notary party who did not properly implement the regulation of holding the general
meeting of shareholders in accordance with applicable law in Indonesia. Therefore, it is recommended that
the legidative power in Indonesia might establish a clear and firm criteriafor an “emergency condition”
which could be used as a deviation from the regulation of holding the General Meeting of Shareholdersin
Indonesia, for judges not to solely determine emergency condition subjectively, and for Notaries must
aways be able to thoroughly properly implement the regulations for holding a general meeting of
shareholders.



